




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
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Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 
di 
Jakarta 
 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor T-1/1735/HK.02/IX/2022 perihal Permohonan 

Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya 

pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman 

Pembayaran Iuran Dana Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Pemerintah oleh 

Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan 

Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya 

baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini 

kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan 

penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan. 

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah 

mendapatkan penetapan agar disampaikan Kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan 

Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini 

ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, 

agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud. 

 

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih. 

 

Plt. Direktur Jenderal 

Peraturan Perundang-undangan, 

 

 

 

 

Tembusan kepada Yth. : 

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;dan

2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dr. Dhahana Putra 

NIP. 196909011993031001 

Nomor  : PPE.PP.01.05-2095                                                                          7 November 2022 
Lampiran   : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian  









 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20 TAHUN 2022 
TENTANG 

PEDOMAN PEMBAYARAN DANA IURAN PESERTA 
PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN OLEH PEMERINTAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a.  bahwa dana iuran peserta program jaminan 
kehilangan pekerjaan yang dibayarkan oleh 
pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan merupakan bagian dari 
bantuan pemerintah atas penyelenggaraan program 

jaminan kehilangan pekerjaan; 
b. bahwa untuk pelaksanaan pembayaran dana iuran 

peserta yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2021 tentang 
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan 
Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran 

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga, perlu disusun pedoman pembayaran 
dana iuran peserta program jaminan kehilangan 
pekerjaan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta 
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh 

Pemerintah; 




